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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah mengenai peran kepemimpinan transformasional 

dalam mengatasi tantangan modern di lingkungan birokrasi publik Provinsi Sumatera 

Selatan. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus tunggal, data lapangan berhasil 

mengungkapkan dinamika kepemimpinan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam 

mencapai tujuan transformasional di tingkat provinsi. Temuan menyoroti 

ketidakseimbangan fokus pada visi dan misi pemerintah, kurangnya partisipasi dan 

keterlibatan pegawai, tantangan dalam penerapan teknologi disertai dengan keterbatasan 

sumber daya manusia, dan ketidakstabilan kebijakan akibat sistem pemilihan kepala 

daerah yang politis. Rekomendasi kebijakan termasuk penyelarasan visi dan misi untuk 

lebih memprioritaskan pelayanan publik, upaya meningkatkan partisipasi pegawai, 

investasi dalam pengembangan kapasitas SDM terkait teknologi, dan advokasi reformasi 

sistem pemilihan kepala daerah. Simpulan, temuan ini memberikan pandangan 

komprehensif untuk memandu perbaikan dalam kepemimpinan dan kebijakan di Provinsi 

Sumatera Selatan dalam menghadapi tantangan modern di lingkungan birokrasi publik. 

Kata Kunci: Birokrasi Publik, Kepemimpinan Transformasional, Tantangan Modern,  

 

ABSTRACT 

This research examines the role of transformational leadership in addressing modern 

challenges in the public bureaucracy of South Sumatra Province. Through a qualitative 

approach and single case study, field data successfully revealed the dynamics of 

leadership and the challenges faced in achieving transformational goals at the provincial 

level. Findings highlight the imbalance in focus on government vision and mission, lack 

of employee participation and engagement, challenges in technology implementation 

accompanied by human resource limitations, and policy instability due to the politicized 

local leadership selection system. Policy recommendations include aligning vision and 

mission to prioritize public service, efforts to increase employee participation, investment 

in technology-related human resource capacity development, and advocacy for reforming 

the local leadership selection system. Conclusion, these findings provide a comprehensive 

insight to guide improvements in leadership and policies in South Sumatra Province in 

addressing modern challenges in the public bureaucracy environment. 

Keywords: Modern Challenges, Public Bureaucracy Transformational Leadership,  

 

PENDAHULUAN 

Di tengah gejolak dinamika sosial, teknologi, dan kebijakan global, lingkungan 

birokrasi publik menjadi panggung utama di mana pemimpin harus memainkan peran 

sentral dalam mengarahkan perubahan (Kasmawati, 2021). Eksplorasi peran 

kepemimpinan transformasional dalam merespons tantangan modern di lingkungan 

birokrasi publik menjadi suatu kisah yang penuh kompleksitas dan tantangan (Muhlizi, 

2012). 
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Sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi publik memiliki 

tuntutan yang semakin meningkat untuk beradaptasi dengan perubahan masa kini. 

Tantangan ini mencakup revolusi teknologi yang terus berlanjut, perubahan paradigma 

dalam pelayanan publik, serta tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih 

tinggi. Kepemimpinan transformasional (Handoko, 1999), sebagai konsep yang 

menekankan pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi bawahan 

menuju perubahan positif, menjadi pilihan paradigma kepemimpinan yang semakin 

relevan dalam menghadapi tantangan modern ini. Pemimpin transformasional mampu 

membawa perubahan struktural dan kultural di dalam birokrasi publik, menciptakan 

lingkungan yang mendukung inovasi, dan memfasilitasi respon yang adaptif terhadap 

perubahan eksternal. 

Dinamika perubahan yang sangat cepat di dunia saat ini memerlukan pemimpin 

yang tidak hanya memiliki visi jangka panjang, tetapi juga fleksibel dalam menghadapi 

ketidakpastian (Mondiani, 2012). Tantangan ini mewakili kompleksitas peran 

kepemimpinan transformasional dalam menyelaraskan kepentingan organisasi, 

kebutuhan masyarakat, dan ekspektasi para pegawai. Keberhasilan peran kepemimpinan 

transformasional juga terkait erat dengan kemampuan pemimpin dalam memanfaatkan 

teknologi sebagai alat untuk inovasi. Sebagai pemimpin yang merangkul perubahan, 

pemimpin transformasional diharapkan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. 

Di samping itu, pemimpin transformasional juga dihadapkan pada tantangan 

mengelola resistensi terhadap perubahan di dalam organisasi. Membangun kepercayaan, 

merancang komunikasi yang efektif, dan menciptakan budaya organisasi yang 

mendukung perubahan menjadi bagian integral dari peran kepemimpinan 

transformasional. Dalam konteks dinamika pemerintahan di Indonesia, khususnya di 

Provinsi Sumatera Selatan, eksplorasi peran kepemimpinan transformasional menjadi 

suatu kajian penting. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang 

semakin kompleks, peran kepemimpinan dalam lingkungan birokrasi publik memegang 

peranan strategis dalam merespons tantangan modern. 

Provinsi Sumatera Selatan, sebagai entitas administratif di Indonesia, 

menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan dinamis di era modern ini. 

Lingkungan birokrasi publik di tingkat provinsi merupakan poros utama dalam 

penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat (Novita, 2014). Dalam konteks ini, peran kepemimpinan transformasional 

menjadi sangat krusial untuk menjawab tantangan modern yang terus berkembang. 

Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi dan tantangan yang unik. Potensi kekayaan 

alam, keberagaman budaya, serta kompleksitas masalah sosial dan ekonomi menjadi 

bagian dari konteks di mana kebijakan dan pelayanan publik harus dibentuk (Yuliana et 

al., 2021). Dalam menghadapi perubahan yang cepat di berbagai sektor, diperlukan 

kepemimpinan yang adaptif, inovatif, dan mampu mengarahkan perubahan positif. 

Tantangan modern seperti globalisasi, revolusi industri 4.0, dan dinamika 

perubahan sosial menuntut kepemimpinan yang tidak hanya mampu mengelola 

perubahan, tetapi juga memimpin transformasi. Dalam lingkungan birokrasi publik, di 

mana kebijakan dan pelayanan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, 

kepemimpinan transformasional menjadi kunci untuk memastikan efisiensi, 

responsivitas, dan keberlanjutan. Menganalisis peran kepemimpinan transformasional di 

Provinsi Sumatera Selatan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang 

bagaimana pemimpin di tingkat provinsi menjawab kebutuhan dan tuntutan masa kini. 
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Fokus pada visi, misi, dan praktik kepemimpinan akan mengungkapkan sejauh mana 

pemimpin di tingkat provinsi mampu menciptakan lingkungan birokrasi yang responsif, 

inovatif, dan berorientasi pada pelayanan yang berkualitas (Amrynudin & Katharina, 

2020). 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi konsep 

kepemimpinan transformasional dalam konteks birokrasi publik Provinsi Sumatera 

Selatan. Dengan menganalisis praktik kepemimpinan yang ada, serta melibatkan 

pemangku kepentingan di berbagai tingkatan, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan rekomendasi kebijakan dan panduan praktis untuk memperkuat peran 

kepemimpinan transformasional dalam menghadapi tantangan modern yang terus 

berkembang di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan cara ini, penelitian ini berpotensi 

memberikan kontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan daya saing 

birokrasi publik provinsi tersebut. 

 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dengan tujuan utama untuk mendalami peran kepemimpinan transformasional 

dalam menghadapi tantangan modern di lingkungan birokrasi publik Provinsi Sumatera 

Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman mendalam 

mengenai konteks spesifik dan kompleksitas peran kepemimpinan. Dalam desain 

penelitian ini, dipilih metode studi kasus Tunggal.  Studi kasus ini membantu untuk 

menggali informasi yang mendalam dan kontekstual tentang bagaimana kepemimpinan 

transformasional berperan dalam merespons tantangan di tingkat provinsi. Pendekatan ini 

dianggap paling sesuai karena mengizinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek 

kontekstual yang dapat mempengaruhi peran kepemimpinan secara holistik. 

Partisipan penelitian melibatkan responden di tingkat provinsi seperti Kepala 

Dinas, pegawai birokrasi terkait, dan pemangku kepentingan relevan. Pengambilan 

sampel dilakukan secara selektif untuk memastikan representasi peran dan pengalaman 

yang beragam di dalam lingkungan birokrasi publik. Pengumpulan data dilakukan 

melalui wawancara mendalam dengan pemimpin provinsi, observasi partisipatif untuk 

memahami dinamika interaksi di lingkungan tersebut, dan analisis dokumen resmi 

pemerintah. Data dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen kemudian dianalisis 

secara bersamaan dengan menggunakan pendekatan analisis tematik. Proses analisis ini 

melibatkan pengorganisasian data, pengkodean, dan ekstraksi tema-tema utama. 

Langkah-langkah ini membantu dalam mengeksplorasi dan memahami pola-pola yang 

muncul seiring penelitian. 

Untuk memastikan keabsahan dan validitas temuan, dilakukan pengabsahan data 

melalui triangulasi data. Ini berarti data yang berasal dari wawancara, observasi, dan 

analisis dokumen digunakan secara bersamaan untuk memastikan kesesuaian dan 

konsistensi temuan. Setiap perbedaan atau ketidaksesuaian dijelaskan dan dianalisis 

untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Adapun keterbatasan penelitian 

mencakup keterbatasan generalisasi temuan karena fokus penelitian pada konteks spesifik 

Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, penelitian ini mengakui adanya subjektivitas dalam 

interpretasi data, dan langkah-langkah telah diambil untuk meminimalkan bias sejauh 

mungkin. 

 

 

 



2024. ALIGNMENT: Journal of Administration and Educational Management 7(1): 535 - 543 

 

538 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penelitian ini mengkaji eksplorasi peran kepemimpinan transformasional dalam 

merespons tantangan modern di lingkungan birokrasi publik Provinsi Sumatera Selatan. 

Data lapangan yang berhasil dikumpulkan memberikan pemahaman yang mendalam 

terkait dengan dinamika kepemimpinan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam 

mencapai tujuan transformasional di tingkat provinsi. 

Ditemukan bahwa Visi dan misi pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan masih 

menunjukkan kecenderungan terintegrasi pada tema mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan penekanan pada 

transparansi dan akuntabilitas (Sari & Retnaningsih, 2020). Meskipun tema ini sangat 

penting untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan efisien, namun 

temuan penelitian menunjukkan bahwa fokus pelayanan publik belum sepenuhnya 

menjadi perhatian utama dalam formulasi visi dan misi tersebut. 

Ambisi untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan transparan adalah langkah 

yang sangat positif, tetapi dalam konteks birokrasi publik, terutama di tingkat provinsi, 

pentingnya pelayanan publik yang berkualitas dan responsif menjadi kunci utama. 

Pelayanan publik yang baik tidak hanya mencakup efisiensi administratif dan eliminasi 

praktik korupsi, tetapi juga memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, 

memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam konteks 

ini, temuan bahwa fokus pelayanan publik masih terintegrasi pada tema tata kelola 

pemerintahan mencerminkan ketidakseimbangan dalam artikulasi visi dan misi. 

Penyelarasan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa aspek pelayanan publik 

dijabarkan secara eksplisit dan lebih mendalam dalam visi dan misi tersebut. Hal ini 

melibatkan pemahaman mendalam terkait kebutuhan dan harapan masyarakat yang harus 

diakomodasi dalam setiap kebijakan dan program yang dirancang oleh pemerintah 

provinsi. 

Penyelarasan ini juga perlu mempertimbangkan peran strategis pelayanan publik 

dalam menjembatani pemerintah dengan masyarakat. Pelayanan publik yang efektif tidak 

hanya menciptakan efisiensi internal, tetapi juga membangun kepercayaan dan kepuasan 

masyarakat terhadap pemerintahan (Ma’ruf et al., 2022). Oleh karena itu, dalam proses 

penyelarasan, perlu adanya refleksi mendalam tentang bagaimana setiap tindakan 

pemerintah provinsi dapat memberikan dampak positif dan langsung terhadap pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, penyelarasan lebih lanjut dalam 

visi dan misi pemerintah provinsi akan menjadi langkah penting dalam menjawab 

kebutuhan masyarakat secara lebih holistic (Azhari & Sutisna, 2016). Peningkatan fokus 

pada pelayanan publik dapat menciptakan pemerintahan yang tidak hanya efisien dan 

transparan tetapi juga benar-benar mendekatkan diri dengan rakyatnya. Ini juga akan 

menghasilkan dampak positif dalam memperkuat hubungan antara pemerintah provinsi 

dan masyarakat, menciptakan iklim kepercayaan, dan mempromosikan partisipasi 

masyarakat yang lebih aktif dalam proses pembangunan (Nurhayati, 2012). Sehingga, visi 

dan misi yang lebih seimbang dan terfokus pada pelayanan publik dapat menjadi landasan 

kuat untuk memandu kebijakan dan langkah-langkah tindakan di Provinsi Sumatera 

Selatan. 

Kendala partisipasi dan keterlibatan pegawai di lingkungan birokrasi publik 

Provinsi Sumatera Selatan menjadi sorotan lainnya. Partisipasi yang rendah dapat 

menciptakan kesenjangan antara pemimpin dan pegawai, yang pada gilirannya dapat 

mempengaruhi efektivitas dan efisiensi organisasi. Pentingnya partisipasi aktif pegawai 

menjadi poin utama yang perlu diperhatikan dalam konteks kepemimpinan 
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transformasional, di mana keterlibatan aktif merupakan kunci untuk mencapai perubahan 

yang berkelanjutan (Supardi & Anshari, 2022). Birokrasi yang bersifat hierarkis dan 

terpusat cenderung menciptakan struktur kekuasaan yang terkonsentrasi di puncak 

organisasi. Hal ini dapat membatasi partisipasi pegawai dalam menyampaikan ide, 

memberikan masukan, atau terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan strategis 

(Herminingsih, 2011). Data menunjukkan bahwa hanya sedikit pegawai yang merasa 

memiliki wadah untuk berkontribusi secara signifikan dalam perumusan kebijakan dan 

program organisasi. 

Selain itu, budaya organisasi yang kurang mendukung partisipasi dan inovasi 

juga menjadi kendala utama. Pegawai mungkin merasa kurang termotivasi atau kurang 

yakin bahwa kontribusi mereka akan dihargai dan diimplementasikan. Ini menciptakan 

atmosfer di mana pegawai enggan atau merasa sulit untuk berpartisipasi secara aktif 

(Nurhayati, 2012). Fakta menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan dan motivasi pegawai 

terhadap proses partisipasi dan keterlibatan masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, data 

lapangan juga mencatat adanya ketidakjelasan mengenai dampak nyata dari partisipasi 

pegawai terhadap keputusan dan perubahan organisasi. Pegawai mungkin kurang melihat 

keterlibatan mereka sebagai faktor yang dapat memengaruhi hasil secara nyata (Firnas, 

2016). Ini dapat menjadi hambatan bagi pegawai untuk berpartisipasi lebih aktif dan 

memberikan kontribusi yang signifikan. Penyadaran terhadap pentingnya peran pegawai 

dalam merancang dan melaksanakan kebijakan perlu ditingkatkan melalui pendekatan 

komunikasi yang jelas dan transparan. 

Pentingnya partisipasi aktif pegawai dalam konteks kepemimpinan 

transformasional menjadi poin utama yang perlu diperhatikan. Keterlibatan aktif bukan 

hanya sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi organisasi tetapi juga sebagai kunci 

untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan dan (Supardi & Anshari, 2022). 

Kepemimpinan transformasional mendorong pengembangan budaya organisasi yang 

inklusif, di mana setiap pegawai merasa memiliki peran penting dalam mencapai tujuan 

organisasi. Data dukungan yang relevan menunjukkan bahwa hasil survei internal menilai 

tingkat kepuasan dan keterlibatan pegawai, yang menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden merasa kurang puas dengan tingkat keterlibatan mereka dalam pengambilan 

keputusan dan perumusan kebijakan (Hanif, 2013). Selain itu, angka absensi dan tingkat 

kecemasan di antara pegawai juga mencerminkan potensi dampak negatif dari rendahnya 

partisipasi dan keterlibatan pegawai terhadap kesejahteraan organisasi secara 

keseluruhan. 

Di sisi lain, penerapan teknologi dan digitalisasi di lingkungan birokrasi publik 

sudah berjalan, namun terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia. Meskipun 

teknologi telah diadopsi, tantangan terletak pada kapasitas sumber daya manusia yang 

belum memadai untuk mengoptimalkan manfaat teknologi tersebut. Investasi dalam 

pengembangan keterampilan dan peningkatan kapasitas SDM menjadi kritis agar 

teknologi dapat benar-benar menjadi pendorong efisiensi dan inovasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik (Hajiyan et al., 2015). Implementasi teknologi di 

lingkungan birokrasi publik memang telah menjadi langkah maju untuk meningkatkan 

efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Berbagai aplikasi dan sistem telah diterapkan 

untuk mempercepat proses administratif, meningkatkan transparansi, dan memudahkan 

akses masyarakat terhadap informasi pemerintah (Basu, 2004). Meskipun demikian, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan teknologi tersebut masih terhambat 

oleh kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang memadai. 
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Tantangan pertama adalah kurangnya keterampilan dan pemahaman yang 

memadai dari pegawai terkait dengan teknologi. Meskipun sistem dan perangkat lunak 

telah diperkenalkan, sebagian besar pegawai mungkin belum memiliki pengetahuan yang 

memadai untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi tersebut. Hal ini dapat membatasi 

potensi inovasi dan efisiensi yang dapat dihasilkan oleh teknologi tersebut. Keterbatasan 

sumber daya manusia juga tercermin dalam kurangnya spesialisasi teknologi di dalam 

organisasi (Kurniawan et al., 2020). Adanya kebutuhan untuk mendapatkan keahlian 

teknis tertentu dalam pengelolaan dan pengembangan teknologi tidak selalu dapat 

dipenuhi dengan baik. Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan organisasi untuk 

merespon perubahan teknologi dengan cepat dan efektif. 

Selain itu, terdapat kurangnya dukungan dalam hal investasi pengembangan 

keterampilan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Meskipun kebijakan 

penerapan teknologi telah diterapkan, investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM 

untuk mendukung teknologi tersebut belum mencapai tingkat yang memadai 

(Herminingsih, 2011). Data menunjukkan bahwa anggaran untuk pelatihan dan 

pengembangan sumber daya manusia terkait teknologi masih terbatas. Dalam mengatasi 

tantangan ini, perlu adanya komitmen dan investasi yang lebih besar dari pemerintah 

provinsi dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Ini mencakup pembentukan 

program pelatihan yang komprehensif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan 

teknologi pegawai. Selain itu, merekrut spesialis teknologi yang berkualitas dan 

memberikan dukungan finansial yang cukup untuk pengembangan kapasitas menjadi 

langkah penting. 

Dalam konteks kepemimpinan transformasional, perlu diterapkan pendekatan 

yang mendorong partisipasi aktif pegawai dalam mengadopsi dan mengimplementasikan 

teknologi (von Haldenwang, 2004). Menciptakan budaya organisasi yang mendukung 

inovasi dan pembelajaran berkelanjutan akan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan 

ini. Kepemimpinan yang mendukung dan mempromosikan pengembangan keterampilan 

teknologi di antara pegawai juga akan berdampak positif pada kemajuan teknologi dan 

digitalisasi. Sementara itu, keberlanjutan kebijakan dan pemeliharaan perubahan di 

Provinsi Sumatera Selatan cenderung tidak stabil, terutama akibat sistem pemilihan 

kepala daerah yang sarat dengan kepentingan politik. Dinamika politik yang tidak stabil 

dapat menghambat kontinuitas kebijakan dan perubahan yang diinisiasi oleh 

kepemimpinan. Dalam menghadapi tantangan ini, perlunya reformasi sistem pemilihan 

kepala daerah menjadi kritis untuk memastikan keberlanjutan kebijakan yang bersifat 

transformasional. 

Dinamika politik yang tidak stabil di tingkat provinsi dapat menghasilkan 

ketidakpastian dalam kebijakan dan perubahan yang diinisiasi oleh kepemimpinan. 

Sistem pemilihan kepala daerah yang terpapar oleh berbagai kepentingan politik dapat 

menyebabkan perubahan arah kebijakan yang cepat atau ketidakpastian terkait 

implementasi kebijakan (Sari & Retnaningsih, 2020). Hal ini menciptakan tantangan 

dalam menciptakan keberlanjutan kebijakan, yang diperlukan untuk mencapai hasil 

transformasional yang berkelanjutan. 

Perubahan kepemimpinan yang mungkin terjadi setiap kali pemilihan kepala 

daerah dapat menjadi pemicu utama ketidakstabilan kebijakan. Kebijakan dan program 

yang diinisiasi oleh kepemimpinan sebelumnya dapat mengalami peninjauan atau 

pembatalan oleh kepemimpinan yang baru, terutama jika terdapat perbedaan ideologi atau 

kepentingan politik (Novita, 2014). Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam mencapai 

konsistensi dan keberlanjutan kebijakan di sepanjang periode kepemimpinan. 
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Perlunya reformasi sistem pemilihan kepala daerah menjadi esensial untuk 

mengatasi ketidakstabilan kebijakan. Reformasi ini dapat mencakup perubahan dalam 

mekanisme pemilihan, pengurangan campur tangan politik, dan peningkatan akuntabilitas 

dalam pembuatan keputusan (Firnas, 2016). Melibatkan berbagai pihak, termasuk 

masyarakat, dalam proses pemilihan kepala daerah juga dapat menjadi langkah untuk 

meningkatkan keberlanjutan kebijakan dengan memastikan bahwa kepentingan 

masyarakat menjadi prioritas utama. Selain itu, pendekatan yang melibatkan partisipasi 

aktif dari berbagai pihak, termasuk elemen masyarakat dan stakeholders terkait, dapat 

membantu mengurangi dampak negatif dari dinamika politik yang tidak stabil. 

Mendorong dialog terbuka dan konstruktif antara pemerintah dan masyarakat dapat 

menciptakan lingkungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat. 

Dalam konteks kepemimpinan transformasional, pemimpin di Provinsi 

Sumatera Selatan dapat memainkan peran penting dalam mendorong reformasi sistem 

pemilihan kepala daerah. Melalui pendekatan kepemimpinan yang inklusif dan 

berorientasi pada kepentingan masyarakat, pemimpin dapat memobilisasi dukungan 

untuk perubahan yang bersifat transformasional dalam sistem pemilihan kepala daerah 

(Dewi & Suparno, 2022). Reformasi ini bukan hanya untuk menjaga keberlanjutan 

kebijakan, tetapi juga untuk memastikan bahwa perubahan yang diinisiasi oleh 

kepemimpinan memiliki dampak yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat Provinsi 

Sumatera Selatan. Dengan demikian, reformasi sistem pemilihan kepala daerah dapat 

menjadi langkah strategis dalam menciptakan fondasi yang stabil dan berkelanjutan untuk 

transformasi positif di tingkat provinsi. 

Secara keseluruhan, temuan ini memberikan gambaran holistik mengenai 

kompleksitas peran kepemimpinan transformasional di lingkungan birokrasi publik 

Provinsi Sumatera Selatan. Integrasi antara visi dan misi dengan fokus pelayanan publik, 

peningkatan partisipasi dan keterlibatan pegawai, optimalisasi penerapan teknologi 

dengan peningkatan kapasitas SDM, serta reformasi sistem pemilihan kepala daerah 

menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan birokrasi yang adaptif, inovatif, dan 

responsif terhadap dinamika perubahan yang terus berkembang. 

Rekomendasi kebijakan dapat difokuskan pada penyempurnaan visi dan misi 

yang lebih terfokus pada pelayanan publik, upaya meningkatkan partisipasi dan 

keterlibatan pegawai, pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung teknologi, dan 

advokasi reformasi sistem pemilihan kepala daerah. Keseluruhan hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan dan strategi 

kepemimpinan yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan modern di lingkungan 

birokrasi publik Provinsi Sumatera Selatan. 

 

 

SIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa eksplorasi peran 

kepemimpinan transformasional di lingkungan birokrasi publik Provinsi Sumatera 

Selatan menghadapi beberapa tantangan. Meskipun visi dan misi pemerintah telah 

menunjukkan ambisi untuk menciptakan tata kelola yang bersih, terdapat 

ketidakseimbangan fokus terhadap pelayanan publik. Kendala partisipasi dan keterlibatan 

pegawai, kurangnya kapasitas SDM dalam mengoptimalkan teknologi, serta 

ketidakstabilan kebijakan akibat sistem pemilihan kepala daerah yang politis juga 

menjadi sorotan. 
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Rekomendasi kebijakan mencakup penyelarasan visi dan misi untuk lebih 

memprioritaskan pelayanan publik, upaya meningkatkan partisipasi dan keterlibatan 

pegawai, investasi dalam pengembangan kapasitas SDM terkait teknologi, dan advokasi 

reformasi sistem pemilihan kepala daerah. Keseluruhan, temuan ini memberikan 

pandangan komprehensif untuk memandu perbaikan dalam kepemimpinan dan kebijakan 

di Provinsi Sumatera Selatan guna menghadapi tantangan modern di lingkungan birokrasi 

publik. 
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